
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, kedudukan Pusat 

Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui 

Sekretaris Utama.  

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

analisis/telaahan, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi/penyuluhan hukum, koordinasi dan 

bimbingan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan inventarisasi implementasi kebijakan 

kepegawaian serta memberikan bantuan hukum. Mengacu pada tupoksi tersebut, Pusat 

Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian melakukan Analisis dan Inventarisasi 

Permasalahan hukum kepegawaian sebagai upaya mendukung terwujudnya salah-satu misi 

BKN tahun 2020-2024 yaitu pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN. 

Penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan pemerintah, baik pemerintah daerah 

maupun pemerintah pusat tidak selalu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berlaku. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai permasalahan hukum kepegawaian. 

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum kepegawaian serupa, maka 

perlu dilakukan analisis dan inventarisasi terhadap permasalahan hukum kepegawaian yang 

dominan terjadi di berbagai instansi pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menemukan jenis-

jenis permasalahan yang berpotensi menjadi sengketa di pengadilan, khususnya pengadilan tata 

usaha Negara. 

Akhirnya, kepada pihak yang sudah mengeluarkan waktu dan pemikirannya sehingga 

analisis hasil inventarisasi permasalahan-permasalahan hukum kepegawaian ini dapat 

diterbitkan, dalam kesempatan ini Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian 

mengucapkan terima kasih, khususnya kepada pegawai di Pusat Konsultasi dan Bantuan 

Hukum Kepegawaian yang telah memberi kontribusi dalam penulisan ini dan juga kepada 

pegawai di instansi pemerintah yang menjadi lokus pengumpulan data permasalahan hukum 

kepegawaian ini. 

Jakarta, 15 Agustus 2023 

Kepala 

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian 

dari birokrasi di era reformasi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan 

dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Seorang PNS terikat pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

sehingga PNS harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, 

serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan adanya 

karakter-karakter tersebut pada PNS, diharapkan terbentuknya PNS yang sesuai dengan 

Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, 

Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagaimana diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 

tanggal 27 Juli 2021 lalu, juga sebagai upaya pencegahan terjadi permasalahan hukum 

kepegawaian. 

Berdasar pada data Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan 

Kepegawaian Negara per tanggal 24 Juni 2022, sepanjang tahun 2019 sampai 24 Juni 2022 

terdapat 1.795 permasalahan hukum kepegawaian untuk instansi pemerintah pusat dan 

8.953 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah, dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Tahun 2019, terdapat 860 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah 

pusat dan 2794 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah; 

2. Tahun 2020, terdapat 288 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah 

pusat dan 1702 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah; 

3. Tahun 2021, terdapat 568 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah 

pusat dan 3838 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah; 

dan 

4. Tahun 2022, terdapat 79 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah 

pusat dan 619 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah; 

(data per 24 Juni 2022). 

Berdasar data di atas, permasalahan hukum kepegawaian lebih banyak terjadi pada 

instansi daerah daripada instansi pusat, dengan bentuk permasalahan hukum kepegawaian 

tertinggi adalah tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yaitu sebanyak 61% 
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dari total permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pusat dan instansi daerah yang 

ditangani. 

Selain penanganan terhadap permasalahan hukum kepegawaian, tindakan pencegahan 

terjadinya permasalahan hukum kepegawaian sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan 

jalannya pemerintahan yang baik guna terwujudnya pelayanan publik yang baik juga untuk 

masyarakat. Sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya permasalahan hukum 

kepegawaian adalah dengan memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

instansi pemerintah dalam menegakkan disiplin PNS, salah satunya dengan melakukan 

pengumpulan data secara langsung, kemudian dilakukan analisa dan inventarisasi terhadap 

permasalahan hukum kepegawaian yang ditangani, sehingga dapat diketahui sumber 

permasalahan yang dihadapi dalam menegakkan disiplin kepegawaian. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS 

telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh presiden Joko 

Widodo, peraturan pemerintah ini telah berlaku dalam penanganan pelanggaran disiplin 

PNS terhitung mulai dari tanggal 31 Agustus 2021 sampai saat ini, menggantikan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian (Puskobankumpeg) Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) merupakan unsur pendukung pelaksanaan fungsi dan tugas 

BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris 

Utama yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Salah satu tugas Puskobankumpeg adalah 

melaksanakan inventarisasi implementasi kebijakan kepegawaian. Tugas ini dapat 

digunakan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya permasalahan hukum 

kepegawaian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil inventarisasi permasalahan hukum 

kepegawaian, dalam hal ini inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian akan dilakukan 

di 7 (tujuh) instansi pemerintahan yang dibatasi dengan permasalahan hukum kepegawaian 

pada tahun 2020 sampai tahun 2022 sebagai obyek pengumpulan data permasalahan hukum 

kepegawaian. 

B. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend sepanjang 

tahun 2020 sampai tahun 2022; 

2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh instansi dalam penegakan hukum 

kepegawaian; 
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3. Untuk memberikan rekomendasi terkait permasalahan hukum kepegawaian tentang 

disiplin PNS  berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin PNS pada instansi pemerintah derah. 

C. Manfaat 

Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Instansi pemerintah daerah yang menjadi tempat pengumpulan data permasalahan 

hukum kepegawaian; 

2. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian sebagai unit yang bergerak dalam 

penyelesaian permasalahan hukum kepegawaian; 

3. Instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah yang memerlukan data 

terkait permasalahan hukum kepegawaian. 

4. Untuk bahan analisis dan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian; 

5. Sebagai sarana untuk menyuarakan keberadaan Puskobankumpeg sebagai unit yang 

dapat memberikan fasilitasi bimbingan dan koordinasi dalam penyelesaian 

permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah. 

D. Tahapan Pelaksanaan 

Berikut tahapan pelaksanaan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian : 

1. Tahap Pertama 

Pemilihan lokasi pengumpulan data, yaitu berupa instansi pemerintah daerah. 

Pemilihan instansi pemerintah daerah, berdasar pada data Kedeputian Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara per tanggal 24 Juni 2022, 

yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2022 terdapat sebanyak 

8.953 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah. Hal ini jauh 

lebih tinggi daripada permasalahan hukum kepegawaian yang ada pada instansi 

pemerintah pusat dengan permasalahan hukum kepegawaian sebanyak 1.795. 

Pemilihan instansi pemerintah daerah sebagai obyek pengumpulan data dilakukan 

melalui rapat Puskobankumpeg. Selanjutnya, dilakukan pengurusan surat dan formulir 

yang perlu diisi oleh instansi pemerintah daerah tersebut. 

2. Tahap Kedua 

Pemantauan dan pengumpulan data secara langsung pada instansi pemerintah daerah. 

Hal ini guna penggalian informasi dan data langsung dari sumbernya yang dapat 

dilakukan dengan wawancara dan diskusi bersama pegawai yang menangani 

permasalahan hukum kepegawaian di instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek 

inventarisasi.  



4 
 

3. Tahap Ketiga 

Melakukan analisis dan inventarisasi terhadap data yang ada. Tahap analisis dilakukan 

pada permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend pada tahun 2020 sampai 

tahun 2022 pada instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek inventarisasi. 

4. Tahap Keempat 

Membuat laporan hasil analisis dan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian. 

Laporan ini juga akan diserahkan kepada instansi pemerintah daerah yang menjadi 

obyek inventarisasi. 
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BAB II 

ISI 

A. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian oleh Puskobankumpeg 

dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yang terdiri atas : 

1. Tahap Pertama 

Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah tahap pemilihan lokasi pengumpulan 

data. Pemilihan dan penetapan lokasi inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian 

dilakukan melalui rapat internal pegawai Puskobankumpeg, yang dilakukan sebanyak 

2 (dua) kali yaitu pada tanggal 8 Maret 2022 dan tanggal 13 Maret 2022.  

Pemilihan instansi pemerintah daerah sebagai obyek pengumpulan data 

inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian didasarkan pada data Penegakan 

Disiplin PNS  Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian 

Negara per tanggal 24 Juni 2022, yang tercantum di bawah ini : 

 

Sumber : Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara 
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Berdasar pada data di atas, Kantor Regional (Kanreg) I BKN Yogyakarta 

menempati posisi tertinggi dengan permasalahan hukum kepegawaian sebanyak 1959 

perkara, Kanreg II BKN Surabaya menempati posisi kedua dengan 892 perkara 

kepegawaian, dan diposisi ke tiga Kanreg IV Makassar dengan jumlah perkara 

sebanyak 864. Selanjutnya, pemilihan instansi sebagai obyek inventarisasi 

permasalahan dipilih berdasar pada wilayah kerja kantor regional BKN dengan perkara 

permasalahan hukum kepegawaian yang tinggi. Instansi pemerintah daerah yang dipilih 

sebagai obyek inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian sebanyak 7 (tujuh) 

instansi, yang terdiri dari : 

a. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, mewakili instansi 

pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta; 

b. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Boyolali (BKP2D) 

Kabupaten Boyolali, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di wilayah 

kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta; 

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

(BKPSDMD) Kota Makassar, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di 

wilayah kerja Kantor Regional IV BKN Makassar; 

d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Sumedang, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di 

wilayah kerja Kantor Regional III BKN Bandung; 

e. BKPSDM Kota Yogyakarta, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di 

wilayah kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta; 

f. BKPSDM Kabupaten Malang, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada 

di wilayah kerja Kantor Regional II BKN Surabaya; 

g. BKPSDM Kota Mataram, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di 

wilayah kerja Kantor Regional X BKN Denpasar. 

2. Tahap Kedua 

Pengumpulan data secara langsung di lokasi instansi pemerintah daerah yang 

dipilih sebagai obyek pengumpulan data inventarisasi permasalahan hukum 

kepegawaian. Pengumpulan data secara langsung dilakukan dengan metode wawancara 

dan diskusi antara tim Puskobankum dengan pegawai di instansi tersebut dalam 

penanganan perkara kepegawaian. Survei secara langsung dilakukan oleh 7 (tujuh) tim, 

yang masing-masing tim terdiri atas 2 (dua) orang pegawai Puskobankumpeg, dengan 

rincian sebagai berikut : 
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NO INSTANSI PETUGAS TANGGAL 

PELAKSANAAN 

1 BKD Provinsi 

Lampung 

Dr.Halim, S.H., M.H. 15 Maret 2023 s/d 

17 Maret 2023 Yuyud Yuchi Susanta, S.H. 

2 BKP2D Kabupaten 

Boyolali 

Priska Arimbi Zalni,S.H. 15 Maret 2023 s/d 

17 Maret 2023 Settyas Tedy Andrassukma, S.H. 

3 BKPSDMD Kota 

Makassar 

Asrul Nur, S.H. 15 Maret 2023 s/d 

17 Maret 2023 Niza Ardania Ningtyas, S.H. 

4 BKPSDM 

Kabupaten 

Sumedang 

Taryo 15 Maret 2023 s/d 

17 Maret 2023 Ryanski Yermia Andrian 

Tucunan, S.H. 

5 BKPSDM Kota 

Yogyakarta 

Muhammad Rifqin Ziyan 

Syahiida, S.H. 

15 Maret 2023 s/d 

17 Maret 2023 

Hach Dhini Sekarwangi, S.H. 

6 BKPSDM 

Kabupaten Malang 

Vino Dita Tama, S.H. 15 Maret 2023 s/d 

17 Maret 2023 Anindha Hatma Heka 

Rahmadhani, S.AB. 

7 BKPSDM Kota 

Mataram 

Imma Gayatri Retnaningrum, 

S.H., MHRMIR 

29 Maret 2023 s/d/ 

31 Maret 2023 

Khayatun Thoyibah Aniah, S.E. 

 

Wawancara dan diskusi dilakukan secara terarah sekaligus pengisian formulir 

permasalahan hukum kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 pada 

instansi pemerintah daerah tersebut sebagai bahan untuk dilakukannya inventarisasi dan 

Analisa permasalahan hukum kepegawaian nantinya. 

3. Tahap Ketiga 

Setelah data permasalahan hukum kepegawaian terkumpul, kemudian dilakukan 

inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian dari 7 (tujuh) instansi tersebut, untuk 

menemukan permasalahan yang menjadi trend pada rentang tahun 2020 sampai tahun 

2022. Setelah ditemukan trend permasalahan hukum kepegawaian, selanjutnya akan 

dilakukan analisis permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend tersebut, 

setidaknya 3 (tiga) permasalahan hukum kepegawaian. 
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4. Tahap Keempat 

Hasil inventarisasi dan analisis permasalahan hukum kepegawaian pada 7 (tujuh) 

instansi pemerintah daerah tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan, yang 

mana laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penanggulangan 

permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah. 
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B. Hasil Inventarisasi 

Berikut hasil inventarisasi data permasalahan hukum kepegawaian yang didapat dari instansi pemerintah daerah yang telah dipilih sebagai 

obyek pengumpulan data. 

a. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung 

TAHUN NO JENIS 

PELANGGARAN 

DASAR HUKUM JUMLAH PENJATUHAN 

HUKUMAN DISIPLIN 

TINDAKAN 

LAIN 

JUMLAH 

BERAT SEDANG RINGAN 

2020 1. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 3 angka 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

16 2 0 0 18 

2. Melanggar asas netralitas Pasal 4 angka 15 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

1 1 0 0 2 

3. Penyalahgunaan 

wewenang 

Pasal 4 angka 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

2 0 0 0 2 

4. Melanggar asas netralitas Pasal 3 angka 4, 6, 7 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS 

0 3 0 0 3 
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5. Tidak memberikan 

pelayanan sebaik-

baiknya kepada 

masyarakat 

Pasal 3 angka 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 0 8 0 8 

6. Lalai melaksanakan 

tugas 

Pasal 3 angka 4, 5, 9, 15 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS 

0 3 0 0 3 

7. Tidak menaati segala 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Pasal 3 angka 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

8. Tidak membimbing 

bawahan dalam 

melaksanakan tugas 

Pasal 3 angka 15 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 0 2 0 2 

9. Tidak melaksanakan 

tugas kedinasan dengan 

penuh pengabdian, 

kesadaran, dan tanggung 

jawab 

Pasal 3 angka 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 0 1 0 1 
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10. Menerima uang dan 

menjanjikan sesuatu di 

luar kewenangannya 

Pasal 3 angka 4 dan 6, Pasal 

4 angka 6 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

Total 19 11 11 0 41 

 

2021       1. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 3 angka 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

7 0 0 0 7 

2. Tidak bekerja dengan 

jujur, tertib, cermat, dan 

bersemangat untuk 

kepentingan negara 

Pasal 3 angka 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

1 2 2 0 5 

3. Penyalahgunaan 

narkotika 

Pasal 3 angka 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

4. Melanggar asas netralitas Pasal 4 angka 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

5. Menjadi istri kedua Pasal 4 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1 0 0 0 1 
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1990 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian 

bagi PNS 

6. Tidak melaporkan 

perceraian 

Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian 

bagi PNS 

0 0 1 0 1 

7. Belum melaporkan atau 

dicatat secara hukum 

negara perkawinan yang 

baru 

Pasal 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian 

bagi PNS  

0 1 0 0 1 

8. Tidak menunjukkan 

integritas dan 

keteladanan 

Pasal 3 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

9. Melakukan pungutan 

bukan sumbangan 

Pasal 3 huruf c Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

0 2 0 0 2 

10. Penyahgunaan narkotika Pasal 87 ayat (2) dan (4) 

Undang-Undang Nomor 5 

0 0 0 1 1 
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Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara jo. Pasal 247 

dan 250 Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2011 yang diubah dengan 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Manajemen PNS 

Total 10 7 3 1 21 

 

2022       1. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 4 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

4 1 0 0 5 

2. Melakukan perjalanan ke 

luar negeri tanpa izin 

Pasal 3 huruf c Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

3. Tidak menaati segala 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan 

tidak melaksanakan 

tugas kedinasan denan 

Pasal 3 huruf d dan e 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin PNS 

0 4 2 0 6 
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penuh pengabdian, 

kejujuran, kesadaran, dan 

tanggung jawab 

4. Menghilangkan Barang 

Milik Negara 

Pasal 4 huruf g Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

0 0 2 0 2 

5. Tidak menaati segala 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

(pemalsuan Penetapan 

Angka Kredit Fungsional 

Guru) 

Pasal 3 huruf d dan pasal 9 

ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

0 0 3 0 3 

6. Perselingkuhan Pasal 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian 

bagi PNS 

0 1 0 0 1 

7. Melakukan tindak pidana Pasal 87 ayat (2) dan (4) 

Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur 

0 0 0 1 1 

8. Melakukan tindak pidana 

penipuan 

0 0 0 2 2 



15 
 

9. Melakukan tindak pidana 

korupsi 

Sipil Negara jo. Pasal 247 

dan 250 Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2011 yang diubah dengan 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Manajemen PNS 

0 0 0 1 1 

10. Pelanggaran pada pasal 

238 PP Manajemen PNS 

Pasal 238 Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2011 tentang Manajemen 

PNS 

0 0 0 1 1 

Total 5 6 7 5 23 

 

Permasalahan hukum kepegawaian di BKD Provinsi Lampung sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 sebanyak 85 permasalahan 

hukum kepegawaian, dengan tiga trend permasalahan berupa : 

a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebanyak 30 perkara; 

b. Tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 10 perkara; dan 

c. Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebanyak 8 perkara. 

BKD Provinsi lampung telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS sejak tahun 2021 dalam 

penanganan pelanggaran disiplin PNS. Dengan demikian, 3 hal ini perlu menjadi fokus penanggulangan di wilayah kerja BKD Provinsi 

Lampung. 
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b. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Boyolali (BKP2D) Kabupaten Boyolali 

TAHUN NO JENIS 

PELANGGARAN 

DASAR HUKUM JUMLAH PENJATUHAN 

HUKUMAN DISIPLIN 

TINDAKAN 

LAIN 

JUMLAH 

BERAT SEDANG RINGAN 

2020 1. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 3 angka 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

2 0 1 0 3 

2. Tidak bekerja dengan 

jujur, tertib, cemat, dan 

bersemangat untuk 

kepentingan negara 

Pasal 3 angka 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 1 3 0 4 

3. Penyalahgunaan  

wewenang 

Pasal 4 angka 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

4. Melakukan perceraian 

tanpa izin atasan. PNS 

yang akan melakukan 

perceraian wajib 

memperoleh izin atau 

surat keterangan lebih 

dahulu dari Pejabat 

Pasal 3 angka 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 0 1 0 1 
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5. Pemalsuan tanda tangan 1 0 0 0 1 

6. Perselingkuhan Pasal 3 angka 6 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

7. Narkotika 1 0 0 0 1 

8. Melakukan tindak 

asusila 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen PNS 

1 0 0 0 1 

Total 6 2 5 0 13 

 

2021 1. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 3 angka 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 0 2 0 2 

Pasal 4 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

2 0 1 0 3 

2. Menjaminkan fasilitas 

kantor untuk bermain 

judi 

Pasal 4 angka 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

3. Tidak bekerja dengan 

jujur, tertib, cemat, dan 

Pasal 3 angka 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 
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bersemangat untuk 

kepentingan negara 

4. Hidup bersama dengan 

pria yang bukan 

suaminya tanpa ikatan 

yang sah 

Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi PNS 

2 0 0 0 2 

5. Pemalsuan tanda tangan 

pada PAK 

Pasal 3 huruf d Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

6. Membantu membuat 

dokumen layak sehat 

secara ilegal 

Pasal 3 huruf e Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

7. Melanggar asas 

netralitas 

Pasal 3 angka 4, 6, 7 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS 

0 4 0 0 4 
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8. Melakukan perceraian 

tanpa surat keterangan 

 

Pasal 3 angka 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 3 0 0 3 

9. Melakukan perceraian 

tanpa surat keterangan. 

PNS yang akan 

melakukan perceraian 

wajib memperoleh izin 

atau surat keterangan 

lebih dahulu dari 

Pejabat atau atasannya 

Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi PNS 

0 1 0 0 1 

Total 5 11 3 0 19 

 

2022 1 Melakukan perceraian 

tanpa izin atasan. PNS 

yang akan melakukan 

perceraian wajib 

memperoleh izin atau 

surat keterangan lebih 

dahulu dari atasan 

Pasal 41 Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 
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2 Menyalahgunakan 

wewenang 

Pasal 5 huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

3 Menjalani sanksi pidana 

dengan vonis hukuman 

penjara 3 tahun 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen PNS 

1 0 0 0 1 

4 Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 4 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

Total 3 1 0 0 4 

 

Permasalahan hukum kepegawaian yang ditangani oleh BKP2D Kabupaten Boyolali sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah 

sebanyak 36 perkara. Tiga trend permasalahan hukum kepegawaian adalah sebagai berikut : 

a. Pelanggaran terhadap aturan tentang kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan jumlah perkara sebanyak 9 

(Sembilan) perkara; 

b. Kewajiban tentang bekerja dengan jujur, tertib, cemat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebanyak 8 (Delapan) perkara; dan  

c. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang sebanyak 6 (Enam) perkara. 

BKP2D Kabupaten Boyolali telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pada tahun 2022. 

Akan tetapi, ada catatan dalam penerapan hukum disiplin sedang yang tertuang dalam PP 94 Tahun 2021, yang mana khusus penerapan 

hukuman disiplin sedang tetap menggunakan aturan tentang hukuman disiplin sedang pada  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai 
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berlaku. Hal ini berdasar pada Pasal 62 Peraturan Badan Kepala Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang menyebutkan bahwa : 

Pasal 62 

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa : 

a. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin 

berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 

b. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin 

berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan  

c. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin 

berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, 

sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.  

Dalam hal ini, BKP2D Kabupaten Boyolali telah melakukan penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tambahan 

penghasilan sebesar 25%  selama 12 bulan, terhadap pelanggaran ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa Indisipliner 

20 hari kerja akumulatif, padahal regulasi tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS belum berlaku hingga laporan ini dibuat. Hal ini 

telah disampaikan secara langsung kepada BKP2D Kabupaten Boyolali, untuk dapat menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan PP 94 tahun 

2021, khususnya pada penerapan hukuman disiplin sedang kedepannya. Kemudian, diharapkan BKP2D Kabupaten Boyolali dapat fokus 

dalam penanggulangan tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend di wilayah kerjanya tersebut. 

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar 

TAHUN NO JENIS 

PELANGGARAN 

DASAR HUKUM JUMLAH PENJATUHAN 

HUKUMAN DISIPLIN 

TINDAKAN 

LAIN 

JUMLAH 

BERAT SEDANG RINGAN 
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2020 1. Pelanggaran netralitas 

ASN 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS 

0 1 2 0 3 

2. Pelanggaran disiplin 

ASN 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS 

0 4 3 0 7 

Total 0 5 5 0 10 

 

2021 1. Pelanggaran disiplin 

ASN 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS 

46 4 4 0 54 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

2. Manipulasi data absensi Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS 

0 0 16 0 16 

3. Pelanggaran terkait 

administrasi 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS 

0 0 8 0 8 
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4. Pelanggaran netralitas 

ASN 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS 

0 6 0 0 6 

5. Tindak pidana narkoba Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS 

5 0 0 0 5 

6. Tindak pidana penipuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen PNS 

1 0 0 0 1 

7. Tindak pidana umum Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen PNS 

1 0 0 0 1 

8. Tindak pidana korupsi Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen PNS 

8 0 0 0 8 

Total 62 10 28 0 100 

 

2022 1. Pelanggaran disiplin 

ASN 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin PNS 

7 0 1 0 8 
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2. Pelanggaran kode etik Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

3. Kasus pidana Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen PNS 

2 0 0 0 2 

4. Tindak pidana korupsi Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen PNS 

8 0 0 0 8 

Total 18 0 1 0 19 

 

Berdasar pada data yang diperoleh dari BKPSDMD Kota Makassar, terdapat sebanyak 129 perkara kepegawaian sepanjang tahun 2020 

sampai tahun 2022 di wilayah kerja BKPSDMD Kota Makassar. Tiga trend permasalahan hukum kepegawaian di BKPSDMD Kota Makassar 

adalah: 

a. Pelanggaran disiplin ASN dengan jumlah perkara sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara; 

b. Terdapat sebanyak 16 perkara untuk dua macam permasalahan hukum kepegawaian, yaitu tindakan manipulasi data absensi kerja dan 

tindak pidana korupsi; dan 

c. Pelanggaran terhadap netralitas ASN sebanyak 9 (Sembilan) perkara. 

Untuk data yang diperoleh dari BKPSDMD Kota Makassar, masih berupa data permasalahan hukum kepegawaian secara umum. 

BKPSDMD Kota Makassar telah menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam 

penanganan pelanggaran disiplin PNS pada tahun 2022. Kemudian, BKPSDMD Kota Makassar diharapkan dapat fokus dalam 

penanggulangan tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend pada wilayah kerjanya tersebut. 
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d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang 

TAHUN NO JENIS 

PELANGGARAN 

DASAR HUKUM JUMLAH PENJATUHAN 

HUKUMAN DISIPLIN 

TINDAKAN 

LAIN 

JUMLAH 

BERAT SEDANG RINGAN 

2020 1. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 3 angka 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

2. Melakukan perceraian 

tanpa izin atasan. PNS 

yang akan melakukan 

perceraian wajib 

memperoleh izin atau 

surat keterangan lebih 

dahulu dari Pejabat atau 

atasannya 

Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi PNS 

0 1 0 0 1 

Total 1 1 0 0 2 

 

2021 1. PNS diberhentikan tidak 

dengan hormat karena 

dihukum penjara atau 

kurungan berdasarkan 

Pasal 87 ayat (4) huruf b 

Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara 

1 0 0 0 1 
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putusan pengadilan 

yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap 

karena melakukan 

tindak pidana kejahatan 

jabatan atau tindak 

pidana kejahatan yang 

ada hubungannya 

dengan jabatan dan/atau 

pidana umum, dalam hal 

ini tindak pidana 

korupsi 

2. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 3 angka 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

2 1 0 0 3 

Total 3 1 0 0 4 

 

2022 1. PNS diberhentikan tidak 

dengan hormat karena 

dihukum penjara atau 

kurungan berdasarkan 

Pasal 87 ayat (4) huruf b 

Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara 

1 0 0 0 1 
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putusan pengadilan 

yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap 

karena melakukan 

tindak pidana kejahatan 

jabatan atau tindak 

pidana kejahatan yang 

ada hubungannya 

dengan jabatan dan/atau 

pidana umum 

2. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 3 angka 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

3 0 0 0 3 

3. Ditahan menjadi 

tersangka tindak pidana, 

sehingga diberhentikan 

sementara menjadi PNS 

Pasal 276 huruf c Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen 

PNS 

0 0 0 4 4 

Total 4 0 0 4 8 

 

Permasalahan hukum kepegawaian yang ditangani oleh BKPSDM Kabupaten Sumedang sebanyak 14 (empat belas) perkara sepanjang 

tahun 2020 sampai tahun 2022, merupakan instansi dengan tingkat permasalahan hukum kepegawaian terendah diantara 6 (enam) instansi 
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pemerintahan daerah lainnya yang dipilih sebagai obyek survei permasalahan hukum kepegawaian. Tiga trend permasalahan hukum 

kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Sumedang sebagai berikut : 

a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja sebanyak 7 (tujuh) perkara; 

b. PNS melakukan tindak pidana, sebanyak 6 (enam) perkara; dan 

c. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) perkara. 

Berdasar pada data yang diperoleh, BKPSDM Kabupaten Sumedang belum mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS baik pada tahun 2021 maupun tahun 

2022. Diharapkan BKPSDM Kabupaten Sumedang dapat segera mengimplementasikan regulasi terbaru tentang disiplin PNS tersebut dalam 

penanganan permasalahan hukum kepegawaian, serta dapat fokus dalam penanganan tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi 

trend di wilayah kerjanya sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 lalu. Sehingga tidak terulang lagi permasalahan hukum kepegawaian 

yang sama di BKPSDM Kabupaten Sumedang. 

e. BKPSDM Kota Yogyakarta 

TAHUN NO JENIS 

PELANGGARAN 

DASAR HUKUM JUMLAH PENJATUHAN 

HUKUMAN DISIPLIN 

TINDAKAN 

LAIN 

JUMLAH 

BERAT SEDANG RINGAN 

2020 1. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 3 angka 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

4 2 11 0 17 

2. Kewajiban menjunjung 

tinggi kehormatan 

negara, pemerintah, dan 

Pasal 3 angka 6 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

2 2 0 0 4 
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martabat PNS. Contoh : 

Perselingkuhan. 

3. Melakukan perceraian 

tanpa izin atasan. PNS 

yang akan melakukan 

perceraian wajib 

memperoleh izin atau 

surat keterangan lebih 

dahulu dari Pejabat 

Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi PNS 

1 0 0 0 1 

Total 7 4 11 0 22 

 

2021 1. Kewajiban menjunjung 

tinggi kehormatan 

negara, pemerintah, dan 

martabat PNS 

Pasal 3 angka 6 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 0 2 0 2 

2. Kewajiban bekerja 

dengan jujur, tertib, 

cermat, dan 

bersemangat untuk 

kepentingan negara 

Pasal 3 angka 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 0 1 0 1 
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3. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 3 angka 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 0 2 0 2 

Pasal 4 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

4. Menyalahgunakan 

wewenang 

Pasal 4 angka 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

5. Kewajiban 

melaksanakan tugas 

kedinasan dengan penuh 

pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan 

tanggung jawab 

Pasal 3 huruf e Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

0 0 2 0 2 

Total 1 1 7 0 9 

 

2022 1. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 4 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

6 0 2 0 8 

Total 6 0 2 0 8 
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Permasalahan hukum kepegawaian  pada wilayah kerja BKPSDM Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 sebanyak 

39 perkara, dengan tiga trend permasalahan hukum kepegawaian berupa : 

a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebanyak 28 perkara; 

b. Pelanggaran terhadap kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebanyak 6 perkara; dan 

c. Pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab 

sebanyak 2 perkara. 

BKPSDM Kota Yogyakarta telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam penanganan 

pelanggaran disiplin PNS sejak tahun 2021. Kemudian, BKPSDM Kota Yogyakarta dapat melakukan tindakan penanggulangan terhadap 

tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend di wilayah kerjanya pada tahun 2020 sampai tahun 2022, dan diharapkan tidak 

ada lagi permasalahan hukum kepegawaian yang sama terulang lagi di kemudian hari. 

f. BKPSDM Kabupaten Malang 

TAHUN NO JENIS 

PELANGGARAN 

DASAR HUKUM JUMLAH PENJATUHAN 

HUKUMAN DISIPLIN 

TINDAKAN 

LAIN 

JUMLAH 

BERAT SEDANG RINGAN 

2020 1. Ditahan menjadi 

tersangka tindak pidana, 

sehingga diberhentikan 

sementara menjadi PNS 

Pasal 276 huruf c Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen 

PNS 

0 0 0 5 5 

2. PNS diberhentikan tidak 

dengan hormat karena 

dihukum penjara atau 

Pasal 87 ayat (4) huruf b 

Undang-Undang Nomor 5 

3 0 0 0 3 
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kurungan berdasarkan 

putusan pengadilan 

yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap 

karena melakukan 

tindak pidana kejahatan 

jabatan atau tindak 

pidana kejahatan yang 

ada hubungannya 

dengan jabatan dan/atau 

pidana umum, dalam hal 

ini tindak pidana 

korupsi dan menguasai 

narkotika  

Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara 

3. Melakukan perceraian 

tanpa izin bupati. PNS 

yang akan melakukan 

perceraian wajib 

memperoleh izin atau 

surat keterangan lebih 

dahulu dari Pejabat 

Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi PNS 

1 8 0 0 9 
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4. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 3 angka 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

8 0 0 0 8 

5. Perselingkuhan dan 

Penikahan Siri 

Pasal 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi PNS 

4 5 0 0 9 

6. Tidak bekerja dengan 

jujur, tertib, cemat, dan 

bersemangat untuk 

kepentingan negara 

Pasal 3 angka 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

1 1 1 0 3 

7. Prostitusi online, yaitu 

VCS (Video Call Sex) 

Pasal 3 angka 6 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

8. Dugaan 

penyalahgunaan 

anggaran dan pungli 

Pasal 4 angka 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 0 3 0 3 

Total 17 15 4 5 41 
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2021 1. Melakukan perceraian 

tanpa izin bupati. PNS 

yang akan melakukan 

perceraian wajib 

memperoleh izin atau 

surat keterangan lebih 

dahulu dari Pejabat atau 

atasannya 

Pasal 41 Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

2 4 0 0 6 

2. PNS diberhentikan tidak 

dengan hormat karena 

dihukum penjara atau 

kurungan berdasarkan 

putusan pengadilan 

yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap 

karena melakukan 

tindak pidana kejahatan 

jabatan atau tindak 

pidana kejahatan yang 

ada hubungannya 

Pasal 87 ayat (4) huruf b 

Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara 

3 0 0 0 3 
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dengan jabatan dan/atau 

pidana umum, dalam hal 

ini tindak pidana 

korupsi  

3. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 3 angka 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

2 1 0 0 3 

4. Perselingkuhan dan 

KDRT 

Pasal 41 Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

0 2 2 0 4 

5. Lalai dalam 

menjalankan tugas dan 

fungsinya 

Pasal 3 angka 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 4 1 0 5 

6. Pungli Pasal 4 angka 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

7. Tidak bekerja dengan 

jujur, tertib, cemat, dan 

bersemangat untuk 

kepentingan negara 

Pasal 3 angka 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 1 1 0 2 
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8. Netralitas PNS Pasal 4  Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

Total 7 14 4 0 25 

 

2022 1. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 4 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

7 0 0 0 7 

2. Pungli Pasal 5 huruf g Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

3. Perselingkuhan dan 

Pernikahan siri 

Pasal 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi PNS 

2 0 0 0 2 

4. Tidak menaati ketentuan 

peraturan perundang-

undangan 

Pasal 3 huruf d Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

0 0 1 0 1 
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5. Mempunyai hubungan 

istimewa dengan lelaki 

atau perempuan yang 

bukan pasangan sah nya 

Pasal 3 huruf d dan f 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin PNS 

2 0 0 0 2 

6. Pelecehan dan KDRT Pasal 3 huruf d dan f 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

7. Pelanggaran disiplin 

terkait kejadian 

kanjuruhan/ tragedi 

kemanusiaan di stadion 

Kanjuruhan Kabupaten 

Malang 

Pasal 276 Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 

0 0 0 1 1 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

8. Penemuan barang yang 

tidak pantas dalam 

penguasaan pihak 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin PNS jo 

Peraturan Bupati Nomor 198 

Tahun 2020 

1 0 0 0 1 

Total 14 1 1 1 17 
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BKPSDM Kabupaten Malang menangani permasalahan hukum kepegawaian sebanyak 83 permasalahan sepanjang tahun 2020 sampai 

tahun 2022, dengan tiga trend permasalahan hukum kepegawaian sebagai berikut : 

a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebanyak 18 perkara; 

b. PNS yang melakukan perselingkuhan dan nikah siri sebanyak 17 perkara; dan 

c. PNS yang melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang sebanyak 15 perkara. 

BKPSDM Kabupaten Malang telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam 

penanganan pelanggaran disiplin PNS sejak tahun 2021. Terhadap tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend di wilayah 

kerja BKPSDM Kabupaten Malang, diharapkan dapat dilakukan tindakan penanggulangan terhadap permasalahan hukum kepegawaian 

tersebut, sehingga dapat menurunkan angka permasalahan hukum kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Malang di masa mendatang.  

g. BKPSDM Kota Mataram 

TAHUN NO JENIS 

PELANGGARAN 

DASAR HUKUM JUMLAH PENJATUHAN 

HUKUMAN DISIPLIN 

TINDAKAN 

LAIN 

JUMLAH 

BERAT SEDANG RINGAN 

2020 1. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 3 angka 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

0 2 0 0 2 

3. Pelanggaran terhadap 

netralitas ASN 

Pasal 9 angka 2 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 

2014 jo SKB Menpan-RB, 

Mendagri, Kepala BKN, 

0 1 0 9 10 
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Ketua KASN, dan Ketua 

Bawaslu 

4. Mengedarkan narkoba Pasal 87 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 

2014 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

Total 1 3 0 9 13 

 

2021 1. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 3 angka 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS 

2 1 0 0 3 

2. Kasus pernikahan Pasal 3 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

0 1 0 0 1 

Total 2 2 0 0 4 

 

2022 1. Kewajiban masuk kerja 

dan menaati ketentuan 

jam kerja 

Pasal 4 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

2 3 0 0 5 
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2. Kasus pernikahan Pasal 3 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

3. Perselingkuhan Pasal 3 huruf d dan huruf f 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin PNS 

1 0 0 0 1 

Total 4 3 0 0 7 

  

Permasalahan hukum kepegawaian yang ditangani oleh BKPSDM Kota Mataram sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 sebanyak 

24 perkara, dengan tiga trend permasalahan hukum kepegawaian berupa : 

a. Terdapat dua permasalahan dengan banyak perkara sebanyak 10 (sepuluh) perkara, pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan 

menaati ketentuan jam kerja, serta pelanggaran terhadap netralitas ASN; 

b. Kasus pernikahan dan perselingkuhan sebanyak 3 (tiga) perkara; dan 

c. PNS yang mengedarkan narkoba sebanyak 1 (satu) perkara. 

BKPSDM Kota Mataram telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam 

penanganan pelanggaran disiplin PNS sejak tahun 2021. Kemudian, BKPSDM Kota Mataram diharapkan dapat melakukan tindakan 

penanggulangan terhadap tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend di wilayah kerjanya, sehingga tidak ada lagi 

permasalahan hukum kepegawaian di masa mendatang. 

h. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Permasalahan Hukum Kepegawaian 

Berdasar pada data di atas, berikut hasil inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian secara umum yang terjadi pada instansi 

wilayah inventarisasi sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 : 
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NO INSTANSI TAHUN TOTAL TREND PERMASALAHAN 

HUKUM KEPEGAWAIAN 2020 2021 2022  

1 Pemerintah Kabupaten 

Boyolali (BKPPD Kab. 

Boyolali) 

13 perkara 19 perkara 4 perkara 36 perkara a. Pelanggaran terhadap aturan tentang 

kewajiban masuk kerja dan menaati 

ketentuan jam kerja; 

b. Kewajiban tentang bekerja dengan 

jujur, tertib, cemat, dan bersemangat 

untuk kepentingan negara; dan  

c. PNS melakukan perceraian tanpa 

izin pejabat yang berwenang. 

2 Pemerintah Kabupaten 

Sumedang (BKPSDM 

Kab. Sumedang) 

2 perkara 4 perkara 8 perkara 14 perkara a. Pelanggaran terhadap kewajiban 

masuk kerja dan ketentuan jam 

kerja; 

b. PNS melakukan tindak pidana; 

c. PNS melakukan perceraian tanpa 

izin pejabat yang berwenang. 

3 Pemerintah Kota 

Yogyakarta (BKPSDM 

Kota Yogyakarta) 

22 perkara 9 perkara 8 perkara 39 perkara a. Pelanggaran terhadap kewajiban 

masuk kerja dan menaati ketentuan 

jam kerja; 
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b. Pelanggaran terhadap kewajiban 

menjunjung tinggi kehormatan 

negara, pemerintah, dan martabat 

PNS; 

c. Pelanggaran terhadap kewajiban 

melaksanakan tugas kedinasan 

dengan penuh pengabdian, 

kejujuran, kesadaran, dan tanggung 

jawab. 

4 Pemerintah Kabupaten 

Malang (BKPSDM Kab. 

Malang) 

41 perkara 25 perkara 17 perkara 83 perkara a. Pelanggaran terhadap kewajiban 

masuk kerja dan menaati ketentuan 

jam kerja; 

b. PNS yang melakukan 

perselingkuhan dan nikah siri; 

c. PNS yang melakukan perceraian 

tanpa izin pejabat yang berwenang. 

5 Pemerintah Kota Makassar 

(BKPSDMD Kota 

Makassar) 

10 perkara 100 perkara 19 perkara 129 perkara a. Pelanggaran disiplin ASN; 

b. Tindakan manipulasi data absensi 

kerja dan tindak pidana korupsi; dan 

c. Pelanggaran terhadap netralitas 

ASN. 
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6 Pemerintah Provinsi 

Lampung (BKD Provinsi 

Lampung) 

41 perkara 21 perkara 23 perkara 85 perkara a. Pelanggaran terhadap kewajiban 

masuk kerja dan menaati ketentuan 

jam kerja; 

b. Tidak menaati segala ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. Tidak memberikan pelayanan 

sebaik-baiknya kepada masyarakat. 

7 Pemerintah Kota Mataram 

(BKPSDM Kota Mataram) 

13 perkara 4 perkara 7 perkara 24 perkara a. Pelanggaran terhadap kewajiban 

masuk kerja dan menaati ketentuan 

jam kerja, serta pelanggaran 

terhadap netralitas ASN; 

b. Kasus pernikahan dan 

perselingkuhan; 

c. PNS yang mengedarkan narkoba. 

 

Berdasar pada data di atas, BKPSDMD Kota Makassar merupakan instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek pengumpulan data 

dengan penanganan permasalahan hukum kepegawaian tertinggi sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan total 129 perkara. 

Sementara itu, BKPSDM Kabupaten Sumedang menangani permasalahan hukum kepegawaian terendah dengan jumlah permasalahan 

hukum kepegawaian sebanyak 14 perkara sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022. Secara umum, enam dari tujuh instansi pemerintah 

daerah yang menjadi obyek lokasi survei, telah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam 

penanganan pelanggaran disiplin PNS. Satu instansi yang belum      mengimplementasikan PP Disiplin PNS tersebut adalah BKPSDM 

Kabupaten Sumedang.  
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Untuk tiga trend permasalahan hukum kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 dari tujuh instansi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja; 

b. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang; 

c. Perselingkuhan dan nikah siri PNS. 

Secara umum, permasalahan hukum kepegawaian yang terjadi di 7 (tujuh) instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek 

pengumpulan data, tergambar pada data berikut : 

No Instansi Jenis Pelanggaran Hukum Kepegawaian Total 

Pelanggaran 

Netralitas 

Pelanggaran 

Disiplin 

Melakukan 

Tindak 

Pidana 

Pelanggaran 

Kode Etik 

Tidak 

menaati 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan 

Perkawinan 

dan 

Perceraian 

PNS 

1. BKPPD Kab. Boyolali 4 20 2 0 1 9 36 

2. BKPSDM Kab. Sumedang 0 7 6 0 0 1 14 

3. BKPSDM Kota Yogyakarta 0 38 0 0 0 1 39 

4. BKPSDM Kab. Malang 1 35 13 0 1 33 83 

5. BKPSDMD Kota Makassar 9 94 25 1 0 0 129 

6. BKD Prov. Lampung 6 59 6 0 10 4 85 

7. BKPSDM Kota Mataram 10 10 1 0 0 3 24 

Total : 30 263 53 1 12 51 410 
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C. Analisa Permasalahan Hukum Kepegawaian 

Penegakan disiplin PNS merupakan upaya untuk mewujudkan PNS yang berintegritas 

moral, profesional, dan akuntabel, juga untuk mendorong PNS lebih produktif dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Keberadaan regulasi tentang disiplin PNS juga dianggap 

perlu dalam penegakan disiplin PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin PNS memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan 

kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin 

dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar dapat 

mengevaluasi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama kedepannya. 

Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditetapkan dan 

diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021 lalu. Permasalahan hukum kepegawaian yang 

menjadi obyek inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian adalah permasalahan 

hukum kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022, sehingga pada proses 

penyelesaian permasalahan hukum kepegawaian digunakan dua regulasi yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS untuk penyelesaian permasalahan 

hukum kepegawaian pada tahun 2020 sampai permasalahan hukum kepegawaian yang 

terjadi sebelum 31 Agustus 2021, dan Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

PNS untuk permasalahan hukum kepegawaian yang terjadi pada 31 Agustus 2021 hingga 

saat ini. Enam dari tujuh instansi pemerintah daerah yang menjadi lokasi pengumpulan data 

permasalahan hukum kepegawaian, telah menerapkan PP 94 Tahun 2021 dalam penanganan 
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permasalahan hukum kepegawaian terhitung pada tahun 2021 sampai tahun 2022, hanya 

BKPSDM Kabupaten Sumedang yang belum menerapkan PP Disiplin PNS terbaru tersebut 

dalam penanganan permasalahan hukum kepegawaian tahun 2022.  

Permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend sepanjang tahun 2020 sampai 

tahun 2022, sebagai berikut : 

1. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja 

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja merupakan 

jenis pelanggaran permasalahan hukum kepegawaian dengan angka tertinggi dari tujuh 

instansi pemerintah daerah yang telah dilakukan pengumpulan data secara langsung.  

Secara umum, pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang mendominasi baik di 

lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pelanggaran ini, bisa terjadi 

dikarenakan oleh berbagai macam faktor, diantaranya sebagai berikut : 

a. Pengaruh budaya organisasi 

Budaya organisasi di suatu instansi pemerintah sangat berpengaruh bagi 

kedisiplinan kerja pegawainya. Dimana budaya organisasi yang telah menjadi 

kebiasaan dalam jangka waktu lama biasanya sulit untuk dirubah. Budaya organisasi 

memiliki peranan yang sangat penting dalam mengarahkan perilaku anggota 

organisasi terutama perilaku disiplin mereka. Karena Budaya organisasi adalah nilai-

nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja, maka dengan jelas budaya 

organisasi akan mengarahkan bagaimana anggotanya berperilaku. Budaya perilaku 

yang baik dan kuat akan sangat kuat menentukan perilaku pegawai. Nilai-nilai 

kejujuran, etos kerja tinggi, dan nilai-nilai lainnya yang mendukung penerapan 

disiplin apabila dihayati dan diterapkan oleh para anggota organisasi akan mampu 

membentuk perilaku disiplin anggotanya, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian 

budaya organisasi menjadi faktor yang penting dalam membentuk perilaku disiplin 

pegawai.   

b. Pengaruh kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan seorang atasan sangat berpengaruh pada tingkat 

kedisiplinan pegawainya. Karena gaya kepemimpinan juga berpengaruh pada budaya 

organisasi di wilayah lingkungan kerjanya, hal ini merupakan akibat dari 

mengikatnya suatu keputusan ataupun tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin 

terhadap budaya kerja di lingkungannya. Jika seorang pemimpin memiliki 

kepemimpinan yang tegas terhadap aturan, efektif dalam melakukan pengawasan, 

konsisten dan tegas dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama, 
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serta memberikan contoh yang baik kepada bawahannya sehingga dapat menjadi 

teladan bagi bawahannya, tentu akan menghasilkan budaya kerja yang baik. Dimana 

salah-satu ciri budaya kerja yang baik adalah rendahnya tingkat pelanggaran disiplin 

di wilayah lingkungan kerjanya. Selain itu pimpinan merupakan teladan bagi 

bawahannya, sehingga diharapkan seorang pemimpin dapat memberi contoh teladan 

yang baik bagi bawahannya. Dengan demikian, kepemimpinan seorang atasan 

memiliki peran dalam menentukan tingkat kedisiplinan kerja di suatu wilayah 

lingkungan kerja. 

c. Sanksi penjatuhan hukuman disiplin yang tidak tegas 

Hal ini merupakan akibat dari gaya kepemimpinan seorang atasan yang kurang 

baik seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pemberian sanksi terhadap suatu 

pelanggaran hukum kepegawaian bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap 

pelanggar hukum kepegawaian, sebagai upaya pencegah berupa pembelajaran 

terhadap pegawai lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, serta 

memelihara terlaksananya peraturan hukum kepegawaian yang berlaku. Jika 

penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum kepgawaian tidak tegas, tentu  tidak 

dapat terlaksanya tujuan dari pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum 

kepegawaian tersebut. Penjatuhan hukuman disiplin harus sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, baik dari tata cara penjatuhan hukuman disiplin maupun tingkat 

hukuman disiplin yang akan diberikan kepada pelanggar. Sehingga, pejabat yang 

berwenang menghukum wajib mendalami pelanggaran yang dilakukan oleh PNS 

yang bersangkutan sebelum menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan, 

sehingga terlaksananya regulasi tentang disiplin PNS sebagaimana mestinya. 

d. Lunturnya kedisiplinan PNS 

Selain faktor-faktor di atas, faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran 

hukum kepegawaian adalah faktor pada individu PNS itu sendiri, yakni rendahnya 

tingkat kedisiplinan serta kesadaran terhadap hukum pada diri PNS tersebut. 

Sehingga, tidak ada timbul rasa malu kepada rekan kerja atau atasan terhadap 

pelanggaran hukum kepegawaian yang dilakukan karena sudah berkurangnya rasa 

kedisiplinan pada diri pribadi PNS tersebut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan 

lingkungan kerja yang sudah membiasakan terjadinya pelanggaran hukum 

kepegawaian khususnya pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan 

jam kerja. Sehingga mempengaruhi budaya kerja terutama kebiasaan pada kewajiban 

masuk kerja dan ketentuan jam kerja  di wilayah lingkungan kerjanya. 
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Demikian beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban 

masuk kerja dan ketentuan jam kerja berdasar pada hasil wawancara secara langsung 

terhadap tujuh instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek pengumpulan data. 

Terhadap faktor penyebab tersebut dapat kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Setiap instansi dapat menciptakan budaya organisasi yang baik, sehingga dapat 

terwujudnya budaya kerja yang baik.  

b. Seorang pimpinan diharapkan untuk lebih menanamkan dan menerapkan jiwa 

kepemimpinan di lingkungan kerjanya. 

c. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum kepegawaian, dalam hal ini terhadap 

pelanggaran kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja yang tegas dan 

konsisten. 

d. Penanaman nilai-nilai dasar ASN BerAkhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, 

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif serta peningkatan 

kesadaran terhadap hukum dan kedisiplinan kepegawaian pada individu PNS 

tersebut. Sehingga timbulnya kesadaran pada masing-masing PNS untuk turut serta 

dalam penegakkan hukum kepegawaian serta turut melakukan pengawasan terhadap 

penegakkan hukum di wilayah lingkungan kerjanya.  

Penerapan hukuman terhadap PNS yang tidak mematuhi kewajiban masuk kerja 

dan ketentuan jam kerja diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di mana penjatuhan 

hukuman disiplinnya diatur pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dari 

hukuman tingkat ringan sampai hukuman tingkat berat. 

Bahwa berdasarkan dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021, hukuman paling berat terhadap pelanggaran disiplin adalah PNS diberhentikan 

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sementara pada Pasal 7 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat 

tidak atas permintaan sendiri merupakan hukuman paling berat terhadap pelanggaran 

disiplin PNS. Berdasar pada ketentuan di atas, maka dibutuhkan adanya pemberian 

pemahaman secara lebih menyeluruh dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah 

terhadap perubahan-perubahan yang ada dikarenakan adanya regulasi terbaru, sehingga 

tidak ada lagi kesalahan dalam penerapan hukum penegakan disiplin PNS. 
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Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Ketentuan Masuk Kerja dan Jam 

Kerja 

 
PP Nomor 53 Tahun 2010 PP Nomor 94 Tahun 2021 

Kategori 

Pelanggaran 

Jenis Hukuman 
Disiplin 

Kategori 

Pelanggaran 

Jenis Hukuman Disiplin 

HD Ringan HD Ringan 
5 

hari kerja 

Teguran Lisan 3 

hari kerja 

Teguran Lisan 

6-10 

hari kerja 

Teguran Tertulis 4-6 

hari kerja 

Teguran Tertulis 

11-15 

hari kerja 

Pernyataan tidak puas 

secara tertulis 

7-10 

hari kerja 

Pernyataan tidak puas 

secara tertulis 

 HD Sedang  HD Sedang 
16-20 

hari kerja 
Penundaan kenaikan 

gaji berkala selama 1 

(satu) tahun 

11-13 

hari kerja 
Pemotongan tunjangan 

kinerja sebesar 25% 

selama 6 bulan 
21-25 

hari kerja 
Penundaan 

kenaikan pangkat 

selama 1 (satu) 

Tahun 

14-16 

hari kerja 
Pemotongan tunjangan 

kinerja sebesar 25% 

selama 9 bulan 

26-30 

hari kerja 

Penurunan pangkat 

setingkat lebih 

rendah selama 1 

(satu) tahun 

17-20 

hari kerja 
Pemotongan tunjangan 

kinerja sebesar 25% 

selama 12 bulan 

 HD Berat  HD Berat 
31-35 

hari kerja 
Penurunan pangkat 

setingkat lebih rendah 

selama 3 (tiga) tahun 

21-24 

hari kerja 
Penurunan jabatan 

setingkat lebih rendah 

selama 12 bulan 
36-40 

hari kerja 
Pemindahan dalam 

rangka penurunan 

jabatan setingkat 

lebih rendah 

28 

hari kerja 

atau lebih 

Pemberhentian dengan 

hormat tidak atas 

permintaan sendiri 

sebagai PNS 

41-45 

hari kerja 

Pembebasan dari 
jabatan 

10 

hari kerja 

terus 

menerus 

Pemberhentian dengan 

hormat tidak atas 

permintaan sendiri 

sebagai PNS 
46 

hari kerja 

atau lebih 

Pemberhentian 

dengan hormat 

tidak atas 

permintaan sendiri 

atau pemberhentian 

tidak 

dengan hormat 

  

 

Terdapat catatan khusus pada penerapan hukuman disiplin tingkat sedang pada PP 

94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yaitu penerapan hukuman disiplin sedang tetap 
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menggunakan aturan tentang hukuman disiplin sedang pada  Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sampai dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku. 

Hal ini berdasar pada Pasal 62 Peraturan Badan Kepala Negara Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin PNS yang menyebutkan bahwa : 

Pasal 62 

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang 

berupa : 

a. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 

(enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan 

gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 

b. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 

(sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan 

pangkat selama 1 (satu) tahun; dan  

c. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua 

belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat 

setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, 

sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, 

dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku. 

Hingga laporan ini dibuat, belum ada regulasi terbaru terkait gaji, tunjangan, dan 

fasilitas bagi PNS. Sehingga, khusus hukuman disiplin tingkat sedang, tetap mengacu 

pada hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (3) PP 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yaitu berupa: 

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 

2. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang 

Perceraian PNS diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 

menyatakan bahwa “PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau 

surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”.  Berdasar pada ketentuan tersebut, jelas 

bahwa seorang PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat 
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keterangan lebih dahulu dari pejabat, sehingga perceraian tanpa izin dari pejabat yang 

berwenang merupakan pelanggaran hukum kepegawaian. Pelanggaran ini menduduki 

posisi kedua yang menjadi trend permasalahan hukum kepegawaian sepanjang tahun 

2020 sampai tahun 2022 lalu di 7 (tujuh) instansi pemerintah yang menjadi obyek 

pengumpulan data. 

Banyak alasan timbulnya permasalahan perceraian PNS tanpa izin dari pejabat 

yang berwenang, diantara lain sebagai berikut : 

a. PNS yang akan melakukan perceraian tidak mengetahui dan memahami adanya 

regulasi yang mengatur tentang perceraian PNS, terutama ketentuan Pasal 3 ayat (1) 

PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang 

mewajibkan seorang PNS yang akan melakukan perceraian untuk memperoleh izin 

melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang. 

b. Hakim yang menangani perkara perceraian PNS yang bersangkutan tidak terlalu 

mementingkan urusan administrasi atau ingin proses beracara di pengadilan untuk 

cepat selesai, serta hakim yang lebih mengedepankan alasan-alasan perceraian 

daripada administrasi perceraian, sehingga tidak mementingkan adanya surat izin 

dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian. 

c. PNS yang akan melakukan perceraian merasa malu terhadap perceraian di rumah 

tangganya. Hal ini berkaitan dengan karakter pribadi PNS tersebut, seperti karakter 

PNS yang tidak suka bercerita terkait permasalahan pribadi yang dihadapi atau 

menganggap bahwa perceraian merupakan aib yang tidak enak untuk dibahas dengan 

orang lain termasuk atasannya, bisa juga PNS tersebut tidak ingin perceraiannya 

diketahui oleh khalayak ramai terutama rekan kerjanya. 

d. PNS yang bersangkutan tidak ingin proses perceraiannya menjadi terhambat atau 

bahkan gagal dikarenakan tidak memperoleh izin dari pejabat untuk melakukan 

perceraian. Karena pejabat berwenang melakukan upaya damai bagi kedua belah 

pihak untuk menghindari perceraian, sehingga ia boleh menolak untuk memberi izin 

melakukan perceraian setelah menimbang alasan-alasan yang diajukan oleh PNS 

untuk melakukan perceraian. 

e. Prosedur untuk memperoleh izin dari pejabat yang dianggap akan memperlambat 

proses perceraian PNS tersebut. Karena pemberian izin perceraian memiliki proses 

yang cukup panjang, dimana sebelum memberikan keputusan sebagai jawaban dari 

surat permintaan izin perceraian pejabat terlebih dahulu diharuskan untuk sedapat 

mungkin memperbaiki hubungan suami istri yang bersangkutan dengan cara 
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memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasihat secara pribadi, dan 

apabila tempat suami atau istri yang bersangkutan berjauhan, pejabat bisa 

memerintahkan pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan 

kembali suami istri tersebut, pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya 

kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serta rangkaian proses lainnya sebelum 

dikeluarkannya surat izin melakukan perceraian bagi PNS tersebut.  

f. Alasan PNS untuk melakukan perceraian yang tidak dapat diterima oleh pejabat 

ataupun regulasi tentang perceraian PNS. Berikut beberapa alasan-alasan sah untuk 

melakukan perceraian berdasar pada huruf III angka 2 Surat Edaran Badan 

Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil : 

a) Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan: 

1) Keputusan pengadilan; 

2) Surat penyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah 

dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh 

pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat; 

3) Perzinahan itu dilakukan oleh satu pihak (suami/istri) dengan tertangkap 

tangan. Dalam hal yang demikian maka pihak yang mengetahui secara 

tertangkap tangan itu membuat laporan. 

b) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan 

yang dibuktikan dengan: 

1) Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang telah 

mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib 

serendah-rendahnya Camat. 

2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan, bahwa menurut 

hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat atau 

penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki. 

c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuan/ kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala 

kelurahan/ kepala desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-

rendahnya camat. 
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d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan 

dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter 

pemerintah. 

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dibuktikan 

dengan surat pernyataan kepala kelurahan/ kepala desa yang disahkan oleh 

pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat. 

Terhadap beberapa alasan terjadinya permasalahan kepegawaian berupa PNS 

melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang di atas, dapat 

direkomendasikan tindakan penanggulangan terhadap pelanggaran dan upaya 

pencegahan untuk terjadinya pelanggaran yang sama di masa depan berupa: 

a. Perlu diadakannya sosialisasi terkait regulasi tentang perceraian PNS. Hal ini 

dianggap penting karena regulasi ini merupakan regulasi lama, yang mungkin tidak 

banyak PNS mengetahui, terutama dikalangan PNS baru serta regulasi ini merupakan 

regulasi terkait kepentingan personal. Sehingga, PNS baru akan membaca dan 

memahami jika memiliki kepentingan terhadap regulasi tersebut. 

b. Bagi seorang pimpinan atau atasan di suatu instansi, untuk dapat melakukan 

pendekatan kepada bawahan yang akan melakukan perceraian, sehingga PNS yang 

akan melakukan perceraian dapat leluasa menceritakan permasalahan rumah tangga 

yang sedang dihadapinya, dan atasan dapat memberi masukan atau saran yang baik 

untuk kelangsungan rumah tangga PNS tersebut. 

c. Bagi seorang pimpinan atau atasan di suatu instansi, untuk dapat memberikan 

keputusan terkait pemberian atau penolakan izin melakukan perceraian yang diajukan 

oleh PNS bersangkutan secepatnya setelah mendapatkan pertimbangan, sehingga 

tidak menghambat proses perceraian tersebut. 

d. Bagi seorang pimpinan atau atasan di suatu instansi, untuk lebih bijaksana dalam 

menanggapi permohonan izin melakukan perceraian, sehingga pimpinan atau atasan 

wajib berpedoman pada regulasi yang berlaku dalam pemberian atau penolakan izin 

melakukan perceraian tersebut, dengan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian 

yang diajukan, apakah telah sesuai dengan regulasi serta alasan yang dapat diterima 

oleh kebiasaan pada masyarakat umumnya. 
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3. Perselingkuhan dan Nikah Siri PNS 

Larangan perselingkuhan PNS merujuk pada ketentuan Pasal 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

menyatakan bahwa “PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya 

atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang 

sah”. Adapun yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan 

sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah seolah-olah merupakan suatu 

rumah tangga. Pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah dijatuhi salah satu hukuman 

disiplin berat. 

Banyak faktor penyebab terjadinya perselingkuhan, diantara lain sebagai berikut: 

a. Hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai 

macam hal, seperti pertengkaran rumah tangga yang terjadi terus menerus, acuh 

terhadap pasangan, perasaan jenuh terhadap pasangan, dan lain sebagainya. 

Permasalahan ini terus terjadi berulang tanpa ada solusi atau penyelesaian dari suami 

ataupun istri. 

b. Merasa tidak terpuaskan secara seksual maupun emosional dari pasangannya. 

c. Tingkat keimanan dan pengendalian diri individu PNS yang lemah. Seseorang 

dengan spiritual dan pengendalian yang bagus, biasanya akan lebih cakap dan 

bijaksana dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Karena dia memiliki 

pedoman dalam menjalani kedihupan ini, yaitu alkitab menurut kepercayaan masing-

masing. Sehingga, tidak mudah terpengaruh dengan kesenangan duniawi seperti 

perselingkuhan. 

d. Peluang untuk masuknya orang ketiga yang terbuka lebar dalam suatu hubungan 

rumah tangga. Hal ini bisa terjadi melalui lingkungan kerja, seperti seseorang yang 

terlalu mudah untuk curhat dengan lawan jenisnya, sehingga timbullah rasa nyaman 

satu dengan yang lain. 

Berdasar pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyatakan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa 

perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar 

pencatatan. Adapun fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk 

menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, 

kemudahan hukum, dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan. 

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama sesuai dengan syarat 

dan rukun pernikahannya, namun tidak dinyatakan secara umum dan tidak dicatatkan di 

hadapan negara, singkatnya hanya dilakukan secara agama saja. Nikah siri tidak 

didaftarkan/dicatatkan pada KUA ataupun catatan sipil akibatnya nikah siri tidak 

mempunyai legalitas formal dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga nikah siri bukan pernikahan 

yang sah di mata negara. 

Faktor penyebab PNS melakukan nikah siri bisa dikarenakan oleh beberapa hal, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Pria atau wanita yang akan melangsungkan pernikahan, umurnya belum mencapai 19 

tahun, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan 

wanita sudah mencapai umur 19 tahun. 

b. Pernikahan yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak. 

c. Terikat pada suatu perjanjian kedinasan yang menyatakan bahwa belum pernah 

melakukan pernikahan. 

Perselingkuhan dan nikah siri merupakan permasalahan hukum kepegawaian yang 

menitikberatkan pada ranah pribadi seorang PNS. Sehingga, untuk penanganan 

permasalahan yang sudah terjadi dapat dilakukan dengan penjatuhan sanksi hukum 

disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

diharapkan dengan dijatuhi sanksi yang sesuai dapat memberi efek jera bagi pelaku dan 

pegawai lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Sementara,  tindakan pencegahan 

untuk tidak lagi terulang permasalahan yang sama di kemudian hari lebih dititikberatkan 

kepada penguatan karakter masing-masing individu itu sendiri, seperti peningkatan 

kesadaran akan status PNS yang dimiliki untuk tetap menjaga marwah diri pribadi di 

mata masyarakat, serta peningkatan keimanan, ketaqwaan, dan pengendalian diri agar 

dapat menjalani hidup sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. 
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D. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Disiplin PNS 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakkan disiplin PNS adalah sebagai 

berikut : 

1. Budaya organisasi di wilayah lingkungan kerja yang tidak bagus. Hal ini berpengaruh 

pada upaya penegakkan disiplin PNS di wilayah tersebut. Karena budaya organisasi 

yang bagus akan menghasilkan pegawai yang disiplin dan taat aturan, begitupun 

sebaliknya. Komitmen dari semua pihak baik itu pimpinan maupun bawahan untuk 

konsisten dalam penegakkan disiplin PNS di wilayah kerjanya juga merupakan kunci 

utama dalam menciptakan budaya kerja yang bagus. 

2. Karakter secara personal oknum PNS yang tidak bagus, sehingga tidak mendukung 

jalannya penegakan disiplin di lingkungan kerjanya, serta dapat memberi dampak tidak 

baik kepada rekan kerjanya yang didukung dengan penjatuhan hukum disiplin yang 

tidak tegas.  

3. Kurang luasnya pengetahuan personal oknum PNS terkait dengan regulasi yang 

mengatur tentang PNS, baik itu regulasi mengenai perkawinan dan perceraian PNS, 

disiplin PNS, dan lain sebagainya. 

4. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum 

kepegawaian, terutama teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin PNS, sekaligus dengan peraturan pelaksanaan lainnya bagi aparat 

penegak disiplin PNS;  
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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Simpulan terhadap kegiatan analisis dan inventarisasi permasalahan hukum 

kepegawaian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Hasil dari analisis dan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian terhadap tujuh 

instansi pemerintah (BKD Provinsi Lampung, BKP2D Kabupaten Boyolali, BKPSDMD 

Kota Makassar, BKPSDM Kabupaten Sumedang, BKPSDM Kota Yogyakarta, 

BKPSDM Kabupaten Malang, dan BKPSDM Kota Mataram), terdapat tiga 

permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend sepanjang tahun 2020 sampai 

tahun 2022 adalah : 

a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja; 

b. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang; 

c. Perselingkuhan dan nikah siri PNS. 

2. Permasalahan yang dihadapi instansi dalam penegakan hukum kepegawaian di wilayah 

kerjanya adalah sebagai berikut : 

a. Pengaruh budaya organisasi di wilayah lingkungan kerjanya; 

b. Pengaruh gaya kepemimpinan atasan di wilayah lingkungan kerjanya; 

c. Penjatuhan hukuman disiplin atau sanksi terhadap pelanggaran hukum kepegawaian 

yang kurang tegas; 

d. Kurangnya tingkat kesadaran pada diri PNS dalam penegakan disiplin PNS di 

wilayah lingkungan kerjanya; 

e. Kurang luasnya pengetahuan personal oknum PNS terkait dengan regulasi yang 

mengatur tentang PNS, baik itu regulasi mengenai perkawinan dan perceraian PNS, 

disiplin PNS, dan lain sebagainya. 

Terhadap permasalahan-permasalahan di atas, dapat dilakukan tindakan-tindakan : 

a. Setiap pihak di wilayah lingkungan kerja harus berkomitmen dan konsisten untuk 

menciptakan budaya organisasi yang baik di wilayah lingkungan kerjanya.  

b. Seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi bawahannya, dengan menerapkan 

jiwa-jiwa kepemimpinan di wilayah lingkungan kerjanya. 

c. Seorang pemimpin harus tegas dalam penindakan pelanggaran hukum di wilayah 

kerjanya, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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d. Penanaman nilai-nilai dasar PNS dan penguatan karakter PNS di wilayah lingkungan 

kerjanya. 

e. Sosialisasi regulasi terkait permasalahan hukum kepegawaian, dalam hal ini dapat 

difokuskan kepada sosialisasi regulasi tentang perkawinan dan perceraian PNS, 

disiplin PNS, dan lain sebagainya yang dianggap perlu. 

3. Rekomendasi terkait permasalahan hukum kepegawaian tentang disiplin PNS  berdasar 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pada instansi 

pemerintah derah, adalah sebagai berikut : 

a. Terhadap permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi trend di wilayah 

kerjanya, diharapkan dilakukan tindakan penanganan permasalahan hukum 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; 

b. Untuk kedepannya, diharapkan instansi pemerintah juga melakukan upaya 

pencegahan terhadap pelanggaran disiplin PNS. Hal ini dapat dilakukan dengan 

melakukan sosialisasi terhadap regulasi tentang disiplin PNS. Setelah dilakukan 

sosialisasi, diharapkan semua PNS dapat berperan aktif dalam penegakan disiplin 

PNS di wilayah lingkungan kerjanya. Seperti : ikut melakukan pengawasan, serta 

melaporkan kepada atasan atau pejabat yang berwenang jika menemukan 

pelanggaran hukum kepegawaian. 

c. Pejabat yang berwenang menghukum dalam memberikan hukuman disiplin terhadap 

PNS yang melakukan pelanggaran hukum kepegawaian, wajib berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; 

d. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai 

dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, 

dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang 

dilakukan. 

 

B. SARAN 

1. Perlunya sosialisasi lebih mendalam, terutama terhadap teknis pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, sekaligus dengan peraturan 

pelaksana lainnya; 

2. Permasalahan perkawinan dan perceraian PNS menjadi trend permasalahan hukum 

kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021, sehingga perlu dilakukan 

sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 

Bagi PNS beserta peraturan pelaksanaan lainnya. Karena regulasi tentang perkawinan 

dan perceraian bagi PNS merupakan peraturan lama, sehingga pemahaman terhadap 

regulasi tersebut dianggap masih kurang, terutama bagi PNS generasi milenial. 

3. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk analisis dan inventarisasi 

permasalahan hukum kepegawaian, serta bermanfaat bagi instansi pemerintah lainnya 

yang juga mengkaji terkait permasalahan hukum kepegawaian; 

4. Puskobankumpeg siap memberikan fasilitasi bimbingan dan koordinasi dalam 

penyelesaian permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah pusat maupun 

instansi pemerintah daerah. 
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NO NAMA / NIP BENTUK PELANGGARAN DASAR PENETAPAN JENIS SANKSI / HUKUMAN

1
Muhamad Halil Badaruddin / 

197206062009011 001 

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 3 

angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010

Keputusan Walikota Mataram  Nomor: 

820/332/BKPSDM/II/2020, tentang 

Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan 

Pangkat selam 1 (satu) Tahun .

Hukuman Sedang : Penundaan Kenaikan Pangkat 

selam 1 (satu) Tahun 

2
Husniman /                                     

19760615200701 1 027  

Pengedar Narkoba (UU 5/214 Jo. PP 

53/2010)

Keputusan Walikota Mataram Nomor:  

820/422/BKPSDM/III/ 2020 tentang 

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

PTDH

3
Sabri /                              

197212312007011236 
Pelanggaran terhadap Netralitas ASN

Keputusan Walikota Mataram Nomor:  

820/758/BKPSDM/VI/ 2020 tentang 

Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf 

Secara Tertulis

Sanksi Moral

4
Zuhri /                             

197301020070110202      
Pelanggaran terhadap Netralitas ASN

Keputusan Walikota Mataram Nomor:  

820/760/BKPSDM/VI/ 2020 Sanksi 

Moral Berupa Permohonan Maaf Secara 

Tertulis

Sanksi Moral

5
Samsul Khaerun Nizar, A.Md. Rad 

/ 198805172022011005  

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4 

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 

Keputusan Walikota Mataram  Nomor: 

820/1024/BKPSDM/VII/2020, tentang 

Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat 

Setingkat Lebih Rendah selam 1 (satu) 

Tahun .

Hukuman Tingkat Sedang

6
Indarto Jaya Saputra, SSTP / 

19800120199810 1 002 
Pelanggaran terhadap Netralitas ASN

Keputusan Walikota Mataram Nomor:  

820/759/BKPSDM/VI/ 2020 Sanksi 

Moral Berupa Permohonan Maaf Secara 

Tertulis

Sanksi Moral

7
Suparjan WK, SH / 

198104062012121004
Pelanggaran terhadap Netralitas ASN

Keputusan Walikota Mataram Nomor:  

820/931/BKPSDM/VII/ 2020 tentang 

Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS 

berupa penundaan kenaikan pangkat 

selama 1 (satu) tahun

Hukuman Tingkat Sedang

8
Dewi Ekawati, S.IP /                           

19761210 200501 2 010              
Pelanggaran terhadap Netralitas ASN

Keputusan Walikota Mataram Nomor:  

820/1022/BKPSDM/VIII/ 2020 tentang 

Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf 

Secara Lisan dan Tertutup

Sanksi Moral

9
Arief Setiawan, S.STP /                

19830806 200112 1 001           
Pelanggaran terhadap Netralitas ASN

Keputusan Walikota Mataram Nomor:  

820/1023/BKPSDM/VIII/ 2020 tentang 

Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf 

Secara Lisan dan Tertutup

Sanksi Moral

DAFTAR NAMA PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

DAFTAR INVENTRARISASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN

KOTA MATARAM TAHUN 2021 & 2022

Tahun 2020



10
Ramelan  /                                                    

19670821 200212 1006  
Pelanggaran terhadap Netralitas ASN

Keputusan Walikota Mataram Nomor:  

820/1179/BKPSDM/IX/ 2020 Sanksi 

Moral Berupa Permohonan Maaf Secara 

Tertulis

Sanksi Moral

11
Isnaini, S.Pd., M.Or /  

197608022007011018   
Pelanggaran terhadap Netralitas ASN

Keputusan Walikota Mataram Nomor:  

820/1218/BKPSDM/X/ 2020 Sanksi 

Moral Berupa Permohonan Maaf Secara 

Tertulis

Sanksi Moral

12
Nanik Sugiantarmi, SS /   

197309051999022001   
Pelanggaran terhadap Netralitas ASN

Keputusan Walikota Mataram Nomor:  

820/1974/BKPSDM/XI/ 2020 Sanksi 

Moral Berupa Permohonan Maaf Secara 

Tertulis

Sanksi Moral

13
Budiawan /                    

198009042008011014      
Pelanggaran terhadap Netralitas ASN

Keputusan Walikota Mataram Nomor:  

820/2076/BKPSDM/XII/ 2020 Sanksi 

Moral Berupa Permohonan Maaf Secara 

Tertulis

Sanksi Moral

1
Muhamad Halil Badaruddin / 

197206062009011 001

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 3 

angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010

Keputusan Walikota Mataram Nomor: 

820/667/BKPSDM/VI/2021

Hukuman Tingkat : BeratPenurunan Pangkat 

Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun

2
Siscaha Anggieswari, S.Pd / 

198702042019032006

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 3 

angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010

Keputusan Walikota Mataram Nomor: 

820/846/BKPSDM/VII/2021

Hukuman Tingkat Sedang :  Penundaan Kenaikan 

Pangkat Selama Satu Tahun

3
Muhamad Halil Badaruddin (II) / 

197206062009011 001

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 3 

angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010

Keputusan Walikota Mataram Nomor: 

820/1625/BKPSDM/XII/2021

Hukuman Tingkat Berat : Pemberhentian Dengan 

Hormat tidak Atas permintaan sendiri

4
Lalu Shobari, SE / 

197502152010011003

Kasus pernikahan (moral dan keteladanan 

Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 

Keputusan Walikota Mataram Nomor: 

820/1623/BKPSDM/XII/2021

Hukuman Tingkat Sedang : Penundaan Kenaikan 

Gaji Berkala Selama Satu Tahun

1
Nurmini A.Md.PD / 

196209041985102002  

Kasus pernikahan (moral dan keteladanan 

Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 

Keputusan Walikota Mataram Nomor: 

820/1743/BKPSDM/IX/2022
HD Berat : Pembebasan dari jabatan

2
Samsul Khaerun Nizar, A.Md. Rad 

/ 198805172022011005  

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4 

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 

Keputusan Walikota Mataram Nomor: 

820/1843/BKPSDM/X/2022
HD Berat : Penurunan Kelasa Jabatan

3
Astuti Indrawati, S.Kep.Ners / 

198202272005012012   

Kasus perselingkuhan (moral dan 

keteladanan, ketentuan Pasal 3 huruf d 

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 )

Keputusan Walikota Mataram Nomor: 

820/1887/BKPSDM/X/2022
HD Berat  : Pembebasan Jabatan

Tahun 2021

Tahun 2022



4
Gusti Bagus Kertha Boga, S.Sos  

/ 19770222 201001 1 007                       

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4 

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 

Keputusan Walikota Mataram Nomor: 

820/1723/BKPSDM/VIII/2022

HD  Sedang :Penurunan Pangkat setingkat lebihb 

rendah selama 1  Tahun

5
Masdah /                                                     

19751216 200901 1 001 

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4 

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 

Keputusan Walikota Mataram Nomor: 

820/1721/BKPSDM/VIII/2022

HD  Sedang : Penurunan Pangkat setingkat lebihb 

rendah selama 1 Tahun

6
Bahtiar /                                                      

19751216 200901 1 001 

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4 

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 

Keputusan Walikota Mataram Nomor: 

820/1722/BKPSDM/VIII/2022

HD  Sedang : Penurunan Pangkat setingkat lebihb 

rendah selama 1  Tahun

7
I Ketut Parditha Wiliantara, S.STP 

/ 19820605 200112 1 007  

Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4 

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 

Keputusan Walikota Mataram Nomor: 

820/1719/BKPSDM/VIII/2022
HD Berat : Pembebasan Jabatan
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